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BERITA DAERAH

KABUPATENKUTAITIMUR

TAHUN 2017 NOMOR 42

Menimbang

PERATURANBUPATI KABUPATEN KUTAITIMUR

NOMOR: 42 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHANPENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAHUN ANGGARAN2018

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KUTAITIMUR,

a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

diberikan kewenangan untuk mengelola dan

memanfaatkan sumber daya manusia yang bekerja

pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

untuk diberdayakan, dikembangkan dan

ditingkatkan kesejahteraanya dalam melaksanakan

tugas berdasarkan beban kerja, tempat bertugas,

kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan

obyektif lainnya dengan memperhatikan tingginya

biaya hidup di Daerah serta kemampuan Keuangan

Daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan pegawai;

b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (8) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria

pemberian tambahan penghasilan perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa ...



Menimbang

1

BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR: 42 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

diberikan kewenangan untuk mengelola dan

memanfaatkan sumber daya manusia yang bekerja

pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

untuk diberdayakan, dikembangkan dan

ditingkatkan kesejahteraanya dalam melaksanakan

tugas berdasarkan beban kerja, tempat bertugas,

kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan

obyektif lainnya dengan memperhatikan tingginya

biaya hidup di Daerah serta kemampuan Keuangan

Daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan pegawai;

b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (8) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria

pemberian tambahan penghasilan perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa ...
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11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG

TAMBAHANPENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI

SIPILTAHUNANGGARAN2018.

BAB 1

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati

serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.

4. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah

memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh

pejabat yang berwenang yang digaji dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kutai Timur danj atau mereka yang bekerja

(dipekeIjakanj diperbantukan) pada Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan berdasarkan

Peraturan Perundang- undangan.

5. Sumber ...
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5. Sumber daya manusia Kesehatan selanjutnya disebut

SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara

aktif dibidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan

formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan dalam upaya

kesehatan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat

SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah

Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah

(Badan/Kantorl, Kecamatan, dan Kelurahan.

7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi Tata

Usaha Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan

yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai

berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja,

kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau

pertimbangan objektif lainnya.

9. Kehadiran pada hari kerja adalah Kehadiran Pegawai

Negeri Sipil yang berada secara fisik didalam ruangan

atau lingkungan tempat kerja pada hari-hari kerja

dengan mengisi daftar hadir mulai pukul 07.30 wita

sampai dengan pukul 16.30 wita untuk hari senin

sampai dengan hari kamis dan pukul 07.30 wita

sampai dengan pukul 11.30 wita untuk hari Jum'at,

Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas

Dinas (Dalam Daerah dan Luar Daerah) dengan disertai

bukti Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang

berwenang dan Pegawai Negeri Sipil yang sedang

menjalani cuti dinyatakan tidak hadir.

BAB II ...
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BAB II

KRITERIATAMBAHANPENGHASlLAN

Pasal2

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani

pekerjaan dan tanggung jawab untuk:

a. menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui

beban kerja normal atau batas waktu normal yang

dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja;

b. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas selaku

pejabat yang dilimpahkan seluruh atau sebagian

kekuasaan pengelola keuangan daerah oleh Bupati

dan atau oleh Pengguna Anggaran berkenaan

dengan PPK-SKPD;

c. Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai

Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun

yang berkedudukan pada Sekretariat Tim Anggaran

Pemerintah Daerah Berdasarkan Surat Keputusan

Bupati.

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di daerah yang

memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil

seperti akses jalan yang belum memadai dan / atau

tidak terjangkau akses komunikasi yang dinilai

berdasarkan kehadiran pada hari kerja.

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam

melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja

yang memiliki resiko tinggi.

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki

keahlian, keterampilan khusus yang tidak dimiliki

pegawai lainnya.

(5)Tambahan ...
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(5) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam

melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi

kerja danj atau berhasil menemukan inovasi.

(6) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya dalam rangka peningkatan

kesejahteraan umum pegawai adalah tambahan

penghasilan yang diberikan kepada seluruh Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kutai Timur, berupa uang makan yang

dinilai berdasarkan kehadirannya pada hari kerja.

BABIII

PEGAWAlNEGERISIPILPENERIMATAMBAHANPENGHASILAN

Pasal3

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a

diberikan kepada:

a. Sekretaris Daerah;

b. Assisten Sekretaris Daerah;

c. Staf AhlijKhusus Bupati;

d. Kepala BadanjDinasjSekretaris DPRDjlnspektur;

e. Kepala KantorjDirektur RSUjCamatjLurahjKepala

Bagian jSekretaris pada Badan, Dinas, Kelurahan

dan InspektoratjInspektorat Pembantu;

f. Kepala Bidang pada Badan dan DinasjKepala

Bagian atau Bidang pad a RSU, Sekretaris Camat;

g. Kepala SeksijKepala Sub BagianjKepala Sub

BidangjKepala UPTDDinasjWidyaiswara;

h. Tenaga Fungsional.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b

diberikan kepada:

a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;

b. Pejabat Pengelola Keuangan DaerahjBendahara

Umum Daerah;

c. Kuasa ...
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(7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) diberikan

kepada Pegawai Negeri Sipil karen a dengan keahlian

serta profesinya dapat menciptakan inoasi baru yang

dapat memberikan manfaat pada masyarakat maupun

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pegawai

Teladan Kabupaten Kutai Timur.

(8) Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil

Daerah berdasarkan pertirobangan objektif lainnya

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (6) diberikan

kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil, dalam bentuk

uangmakan.

BABIV

BESARANTAMBAHANPENGHASILAN

Pasal4

Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Bupati ini.

BABV

PERSYARATANPEMBERIANTAMBAHANPENGHASILAN

Pasal5

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan

tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja,

temp at tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi,

pre stasi kerja dan uang makan adalah pegawai yang

hadir untuk melaksanakan tugas, terkecuali bagi

Pegawai Negeri Sipil pindahan dari daerah lain yang

masa kerja kurang dari 3 (tiga) tahun di Pemerintah

Daerah Kutai Timur tidak dapat diberikan tambahan

penghasilan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yangberhak mendapatkan

tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang

diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan

seluruh atau sebagian kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah oleh Bupati dan atau oleh Pengguna
Angaran berkenaan dengan PPK-SKPD, yaitu

Koordinator ...
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KETENTUANPERALIHAN

Pasal 11

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati mi, maka

pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

dapat dilaksanakan pembayarannya mulai bulan

Januari 2018.

(2) Ketentuan Tambahan Penghasilan bagi tenaga pendidik

dan kependidikan akan diatur tersendiri sesuai dengan

mekanisme Peraturan Perundangan bidang pendidikan

dalam Peraturan Bupati.

(3) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati iru,

maka Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor

34 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi

Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2017, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

BABIX

KETENTUANPENUTUP

Pasal12

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal

di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai

Timur.

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 4 September 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENKUTAlTlMUR,

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI KUT TIMUR,

IS

I NSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAl TlMUR TAHUN 2017 NOMOR 42



PER>\TURAN BUPATI KUTAI TlMUR
NOMOR: 42 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAG! PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

TAMBAHAN PENGHASJLAN PEGA WAI NEGERI STPIL
SATUAN BESARAN

BERDASARKAN BEBAN KERJA
KET

A. Pcjabat Struk..turaUNon StrukturaVFungsional
1. Peiabat Eselon IlIa OB 22.500.000
2. Pejabat Eselon IIIb ( Asistcn 1. II, Ill. dan IV) OB 14.400,000
3. Pejabat Eselon IIIb ( Star Ahli dan KepaJa Dinas ) OB 9,900,000
4. Pejabat Esclon IIIIa OB 5.850,000
5. Pejabat Eselon IIIIb OB 5,400.000
6. Pcjabat Eselon TV/a OB 4,462,500
7. Pcjabar Escion J VIO OB 4.037,500
8. Pcjabat Eselon V OB 3,400.000
9. StafNon Eselon Gol. TV OB 3.040.000

10. StafNon Esclon Gol. lli OB 2,565.000
n. StafNon Esclon Gol.lJ OB 1.900.000
12. StafNon Eselon Gol. I OB 1.330.000

B. Tcnaga Fungsional LH. P2UPD, Pcnyuluh Pertanian, Inspe.ktorat Wilayah Daerah
1. Fungsional Ahli Utama OB 9,900.000
2. Fungsional Ahli Madva OB 5,850.000
3. Fungsional Ahli Muda OB 5,400,000
4. Fungsional Ahli Pertama OB 4,462.500
). FungslouaJ Penyeua O~ 4.0.;'/ ,)00

6. Fungsional Pclaksana Lanjutan OB 3,400,000
7. Fungsional Pclaksana OB 3.040,000
8. Fungsional Pelaksana Pemula OB 2.565,000

C. Tim T APD dan Sekretariat T APD Brdasarkan Surat Keputusan Bupati
!L TimTAPI)

I. Kctun OB 16.000,000
2. Wakil Kcrua

- Asissicn I, II dan UI OB 14,600.000
3. Sckretaris OB 14.300.000
4. Anggota OB 12.350,000
b. Sek.rctariat T APD
I. Kelua OB 10,600,000
2. Anggota OB

EssITI OB 10,300.000
Ess TV OB 9.000,000

3 p~l:lhAnn 0'3
EssTii OB 9,000.000
Ess IV OB 8,000.000
Non Essclon OB 6,000,000

D. Pcnjabat Pengelola Keuangan Daerah
I. Koordinator Pcngelola Keuangan OB 6,000.000
2. Bcndahara Umum Daerah/PPKD OB 5,000,000
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah OB 3.500.000

BERDASARKANTEMPATBERTUGAS
1. Wilayah KeJja Sangatta Utara

a. Tcnaea Kesehatan DoI...tcr OB 1,200,000
b. Tennga Fungsional Mcdis 08 950,000
c. Tennga Administrasi Puskcsmas 08 700.000
d Tcnaga Penyuluh OB 200,000

2. Wslavah KClJa Kec, !:>cngataSelatan
a. Tennga Kesehatan Doktor OB 1,200,000
b. Tcnaga FungsionaJ Mcdis OB 950,000
c. Tena a Administrasi Puskcsmas OB 700.000
d. Teoa;a Penyuluh OB 200.000 I



_3. Wilavah Kerja Kec. Tcluk Pandan
a. Pcjabat Administrasi Umum OB 550,000
b. Tenaga Keschatan Dokter 08 1.750,000
c. Tenaga Fungsioual Medis OB 1,500.000
d. Tenaga Administrasi Puskesmas 08 1.000,000
c. Tcnaga Penyuluh 08 500,000

4. Wilavah Kerja Kec. Rantau Puhmg
·8. Pejabat Adminisuasi Umum .03 550,000
b. Tenaaa Kesehatan Doktor 08 1.750.000
c. Tcnaga Fungsional Medis OS 1,500.000
d TCl1:!,!;:! Administrasi Puskesmas OB 1,000,000
e. Tcnaga PenyuJuh 08 500,000

S. Wiiavah Kerja Kec, Bengalon
a. Pejabat Administrasi Umum 08 550.000
b. Tenaga Kcsehatan Dokter OB 1,750.000
c. Tcnaga Fungsional Modis 08 1,500.000 -
d. Tenaga Admiaistrasi Puskesmas 08 ~,OOO.OOO
e. Tenaga Pcnyuluh OB 500,000

6. Wilayah Kerja Kec. Kahorang
a. Pciabat Administrasi Umum 08 700,000
b. Tenaga Kesehatao Doktor 08 2,050,000
c. Tenaga Fungsional Modis 08 1.800.uuO
d. Tcnaga Administrasi Puskcsmas 08 1,300.000
e. Teaaga Penyuluh 08 700.000

7. Wila\ah KCI)a Kec. Kaubun
a. Pcjabat Administrasi Umum 08 700,000
b. Tcnaga Keschatan Doktcr 08 2.050,000
c. Tcnaga Fungsional Modis 08 1,800,000
U. Tenaga Adil,.i.lli:.!J asi Puskesruas OB 1.300,000
e. Tennga Penyuluh 08 700,000

8 Wilayob KerJ8 Kec. Sangkulirang
a. Pcjabnt Adrninistrasi Umum 08 750,000
b. Tcnaga Keschatan Doktcr 08 2,050.000
c. Tcnaaa Funzsional Medis 08 1.800.000
d. Tenaga Administrasi Puskesmas 08 1,300,000
c. Tcnaga Penyuluh OB 700.000

9. Wilayah Kerja Kec. Munro Wahau
a. Pciabar Administrasi Umum OB 780.000
b. Tenaga Keschatan Doktcr OB 2,050.000
c. Tcnaga Fungsional Mcctis OB 1,800.000
d. Tcnaga Administrasi Puskesmas OB 1,300,000
e. Tcnaga Penyuluh OB 700.000

10 Wilavah Kerja Kec KonphcT\p
a. Pejabat Adrninistrasi Umum OB 780,000
b. Tcnaga Kcschatan Doktor OB 2,050,000
c. Tennga Fungsional Medis OS 1,800,000
d. Tennga Administrasi Puskesmas 08 I.3UO.OOO
c. Tcnaga Penvuluh 08 700,000

11. Wilavah KeIj3 Kec. Mu:tr:l Benglml
a. Pciabat Administrasi Umum 08 850,000
b. Tcnaga Kcsehatan Dokter OS 2,350,000
c. Tcnaga Fucgsional Medis OB 1.950,000
d. Tenaga Administrasi Puskcsmas 08 1,600,000
e. Tenaga Pel1yuluh OB 850,000

12. Wilayah Kcda Kcc. Muara Ancalong
a. Pejabat Adm.i.nistrasi Umum OB 850.000
b. Tenaga Kesehatan Dokter OB 2,350,000 -
c. Tenaga Fungsional Medis OB 2,000,000
d. Tennga Administrasi Puskesmas OB 1,600,000
e. Tennga Penyuluh 08 900,000



f-" 13. Wilayah Kerja Kee, Long Mesangat
a. Pejabat Administrasi Umum 08 850,000
b. Tenaga Kesehatan Doktcr 08 2,550,000
c. Tenaga Fungsional Mcdis 08 2,150,000
d. Tenaga Administrasi Puskesmas 08 1,650,000
c. Tenaga Pcnyuluh 08 1,050,000

14. Wilayah Kerja Kec Telen
a. Pcjabat Administrasi Umum 08 850.000
b. Tenaga Kesehatan Dolder 08 2,550,000
c. Tenaga Fungsional Medis 08 2.150,000
d. Tenaga Administrasi Puskesmas 08 1,650.000
e. Tenaga Penvuluh 08 1.050.000

15. Wilayah Kcrja Kec. Bam Ampar
a. Pejabat Administrasi Umum 08 850.000
b. Tenaga Keschatan Dokier 08 2.550.000
c. Tenaga Fungsional Medis 08 2.150.000
d. Tcnaga Administrasi Puskesrnas 08 1,650,000
c. Tenaga Penyuluh 08 1.050,000

16. Wilayah Kcria Kec, Karangan
a. Pejabat Administrasi Umum 08 1.000.000
b. Tenaga Keschatan Doktcr 08 3.400.000
c. Tenaga Fungsional Medis 08 2,900,000
d. Tenaga Administrasi Puskesmas 08 2,400,000
e. Tenaga Pcnyuluh 08 1,750,000

17. Wilavah Kcrja Kec. Busang
a. Pejabat Administrasi Umum 08 1,050.000
b. Tenaga Keschatan Doktor 08 3.400.000
c. Tenaga Fungsional Mcdis 08 2.900,000
d. Tcnaga Administrasi Puskcsmas 08 2.400,000
e. Tenaga Penvuluh 08 1,750,000

18. Wilayah Kcria Kec. Sandaran
a. Pciabat Administrasi Umum 08 1.150.000
b. Tennga Kcschatan Doktor 08 3,450.000
c. Tcnaga Fungsional Medis 08 2,950,000
d, Tcnaga Administrasi Puskesmas 08 2,450,000
c. Tcnaga Pcn)'lIluh 08 1.750,000

BERDASARKAN KONDISJ KERJA
Dibcrikan kcpada PNS Tcnaga Mcd.is FungsionaJ di RSUD

a. Klasifikasi Tingkat Rcsiko 1 08 1,100.000

Pejabat Struktural, Administrasi Pcrkantoran, Kepala lnstalasi Rawat
Jalan, Kopala Instalasi Rawat lnap

b. Klasifikasi Tingkat Resiko 11 08 1,150.000
dr. Gigi, Staf Farmasi, Staf Gbi, Star Fisioterapy, Star IFRS,
Gigi dan MuJuL

c. Klasifikasi Tingkat Rcsiko m 08 1.200.000
Pcrawat Poli Anak, Pcrawat Poll Indra, Perawai Poli Gigi,
Perawat Poli Mata. Perawat Poli THT, Perawat Poli 8cdah.
Perawat Poli Endoscopy, Perawat Poli MCU, Perawat Poli KuJit,
Perawat Anak, Pcrawat Bcdah, Pcrawat Perinatologi, Tcnaga Laboratorium

d Klasifikasi Tingkat Resiko IV 08 1.250,000
Dokter Umum. Perawat IGD, Perawat rcu. Pcrawat Indra, Staf
Radiologi, 8idan.

BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
I. Dokter Spesialis 08 8,000,000

BERDASARKAN PREST ASI KERJA
I. Pegawai Tcladan Kabupaten OT 5,000,000

TUNJANGAN PERBAlKAN PENGHASJLAN
Tunjangan Uang Makan PNS
I.Uang Makan PNS Golongan 1dan 11 OH 35,000
2. Uang Makan PNS Golongan ill OH 37.000
3. Uang Makan PNS Golongan IV OH 42,000

SUPATI ~ ~MUR'

ISMU~r.NDAR


